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1. Tinjauan Dasar Perpajakan 

Pajak dalam istilah asing disebut: tax (Inggris); import contribution, taxe, droit 

(Perancis); Steuer, Abgabe, Gebuhr (Jerman); impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa 

(Spannyol) dan belasting (Belanda). Dalam literature Amerika selain istilah tax dikenal pula 

istilah tarif. 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga 

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut 

penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang 

dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak adalah bantuan baik langsung 

maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasan publik dari penduduk atau dari 

barang utk menutup belanja pemerintah. Pajak juga berarti bantuan uang secara insidental 

atau secara periodik yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara) untuk 

memperoleh pendapatan tanpa adanya kontraprestasi, di mana terjadi suatu taabestand 

dan sasaran pajak telah menimbulkan utang pajak karena UU. 

Dengan demikian pajak adalah hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut 

oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara 

dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung didasarkan 

undang-undang. Pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak 

ada balas jasa yang langsung dapat ditunjuk penggunaannya. Lembaga Pemerintah yang 

mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang 

merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen 

Keuangan Republik Indonesia. 



Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan 

oleh para ahli diantaranya adalah : 

- Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung 

dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

- Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontra prestasi/tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi 

sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang 

merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. 

- Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah 

suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sector pemerintah, bukan akibat 

pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan 

lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah 

dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. 

- Menurut Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-

norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yg dapat ditunjukkan 

dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 

- Sedangkan menurut Suparman Sumawidjaya pajak adalah iuran wajib berupa barang yg 

dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang 

dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteran umum. Karakteristik pokok dari pajak adalah 

pemunngutannya harus berdasarkan undang-undang. Sehingga diperlukan perumusan 

macam pajak dan berat ringannya tarif pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut di dalam 

menetapkan rumusannya. Sedangkan lima unsur pokok dalam defenisi pajak adalah: 

1). Iuran/pungutan dari rakyat kepada negara 



2). Pajak dipungut berdasarkan undang-undang 

3). Pajak dapat dipaksakan 

4). Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi 

5).Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pengeluaran umum pemerintah) 

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor 

privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak 

menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu 

dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, 

bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik 

yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sementara pemahaman pajak dari perspektif 

hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-

undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan 

sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk 

memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan 

pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut 

harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi 

fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. 

Dari berbagai definisi dan unsur pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai 

pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis 

(pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang 

terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut: 

1). Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

2). Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor 

swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator 

pajak). 

3). Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah 

dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. 



4). Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah 

terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib 

pajak. 

5). Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara 

yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga 

berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam 

lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif). 

 

 


